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Abstrak
 

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah

seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis

pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang

merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan

yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang,

pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan

Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law.  Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan

bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya,

pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan

disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan

sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah

menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan

Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah

dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas

kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan

melawan hukum.

......Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be

separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets

of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This

normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach,

and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of

their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets

from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the

foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated

assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)".  The founder of the

foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole

property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain

have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's

assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name

that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and

regulations on foundations and is classified as an unlawful act.
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